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WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

LINGKUP PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

TAHUN 2021-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam rangka menyusun rencana
strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan
Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah
paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang
RPJMD ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota
Gunungsitoli Tahun 2021-2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20i4 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13 12);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi



Menetapkan :

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun
2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);

29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 535,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
50);

30. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Gunungsitoli Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 2);

31. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun
2012 Nomor 12 Seri E);

32. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli (Lembaran
Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2021 Nomor 6);

33. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun
2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2021-2026

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
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Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Wali Kota adalah Wali Kota Kota Gunungsitoli.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan
pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan
kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademis,
LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan
kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah
pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa,
dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PPK,
Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan
termarginalkan.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai
dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan,
yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam
jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RPJMD merupakan penjabaran
dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan
Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah
dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renstra Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program
dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran
pembangunan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah
karena dampaknya  signifikan bagi daerah dengan
karakateristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka



panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu S (lima) Tahunan.

18.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat
Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
Perangkat Daerah.

19. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai
prioritas perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka
kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan
mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

22.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangkaian mencapai
hasil (outcome) suatu program.

23.Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari
kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan

24.Kinerja adalah capaian  keluaran/hasil/dampak  dari
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan
sumber daya pembangunan.

25. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan
tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome),
dampak (impact).

26. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya
pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

27.Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar
dalam penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 dan sebagai
evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah: _
a. mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang
berbasis hasil/kinerja;

b. menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub
kegiatan Perangkat Daerah yang fokus, tidak tumpang tindih dan
terintegrasi;



c. membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan
dan akuntabel; dan

d. menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Perangkat Daerah yang menyusun Rencana Strategis meliputi:
Dinas Pendidikan;
Dinas Kesehatan;
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Satuan Polisi Pamong Praja;
Dinas Sosial;
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
Dinas Lingkungan Hidup;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;
Dinas Perhubungan;
. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Perikanan;
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan,;
Dinas Komunikasi dan Informatika;
Dinas Perpustakaan dan kearsipan;
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah;
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;
v. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
X
y
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Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
z. Inspektorat Daerah;
aa. Sekretariat Daerah;
bb. Sekretariat DPRD;
cc. Kecamatan Gunungsitoli;
dd. Kecamatan Gunungsitoli [danoi;
ee. Kecamatan Gunungsitoli Utara;
ff. Kecamatan Gunungsitoli Barat;
gg. Kecamatan Gunungsitoli Selatan;
hh.Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. Kedudukan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
b. Pengendalian dan evaluasi.

BAB III
KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

(1) Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-
2026.



(2)

3)

(1)

(2)

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah
dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 7
Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN,;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

BAB VIII : PENUTUP.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Rencana Strategis
Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi
Wali Kota yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

(1)
(2)

(1)

(2)

3)

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan
evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil
pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah
kepada Walikota melalui Kepala Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan
strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang- undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Terhadap adanya perubahan yang didasarkan pada hasil
pengendalian dan evaluasi setelah Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2021-2026 ditetapkan, maka akan dilakukan
penyesuaian melalui Peraturan Wali Kota.

Apabila RPJMD Tahun 2021-2026 mengalami perubahan, maka
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 juga
harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan
dengan Peraturan Wali Kota.

Tata cara penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat
Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 Desember 2021

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd
LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 Desember 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd
MOTANI TELAUMBANUA
BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021 NOMOR 61
Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,

=

ORANI WILFRID LASE, SH
NIP. 19700424 200112 1 002



